WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

FCRATURAN WALI KOTA TEDING TINQOQI
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI

Menimbang

Mengingat

-

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 telah dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan  Birokrasi serta
menyesuaikan beberapa ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 Tahun 2020
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing
Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing
Tinggi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 325);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181};

14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
(Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggt
(Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2j;

15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 Tahun 2020
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing
Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor
54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
(Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor S);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING
TINGGI.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan
Pane Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun
2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) UPTD RSUD merupakan umnit organisasi bersifat khusus,
yang memberikan layanan secara profesional.

(2) UPTD RSUD dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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(3} UPTD RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Organisasi UPTD RSUD terdiri dari:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
1. Bagian Keuangan;
2. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
3. Bagian Tata Usaha,
¢. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan Medik;
2. Bidang Pelayanan Keperawatan;
3. Bidang Sarana Prasarana dan Penunjang
Pelayanan,
Komite;
Satuan Pengawasan Internal;
Satuan Medis Fungsional;
Instalasi; dan
Kelompok Jabatan F‘ungsmnal
(2) Bagan struktur organisasi UPTD RSUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata
kerja UPTD RSUD ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota.

TR0 o

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1} Direktur merupakan Jabatan Eselon ILb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(2) Wakil Direktur merupakan jabatan eselon Ill.a atau
jabatan administrator.

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan
eselon 1Il.b atau jabatan administrator.

Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 32
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN

UPTD RSUD PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H.
KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI
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Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI




